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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk membahas perlindungan hukum pekerja berupa perjanjian Kerja, jam kerja, mekanisme
dan upah lembur, fasilitas perusahaan yang menjadi hak pekerja, serta keselamatan dan kesehatan pekerja dalam
penerapan sistem remote working berdasarkan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini
berawal dari teknologi yang terus berkembang , pekerja dapat melakukan banyak kegiatan mereka hanya dengan saluran
internet yang tidak mengharuskan mereka untuk berada di kantor, terlebih dengan wakiu kerja yang fleksibel. Sistem
remote working menjadi salah satu sistermn kerja yang digunakan oleh beberapa perusahaan terhadap para pekerjanya.
Sistem ini menjadi lebih banyak dikenal masyarakat da unakan sebagai sistem kerja dalam menjalankan kegiatan
usahanya setelah adanya Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan Pendekatan Komparatif
yang didukung bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu adanya peraturan
khusus yang mengatur dan mengakomaodir terkait hak-hak bagi para pekerja dalam penerapan sistem remote woking yang
dapat dibentuk dengan mengacu pada aturan di negara-negara lain.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Remote Working.

Legal Protection of Workers in the Implementation of Remote Working

System as a Renewal of Work System in Indonesia

Abstract

The purpose of this research is to discuss the legal protection of workers in the form of work agreements, working hours,
mechanisms and overtime wages, company facilities that are workers' rights, as well as worker safety and health in
implementing the remote working system based on labor law in Indonesia. The background of this research begins with
technology that continues to develop, workers can do many of their activities only with inlw channels that do not
require them to be in the office, especially with flexible working hours. The remote working system is one of the work
systems used by several companies for their workers. This system has become more widm(nuwn to the public and is
used as a work system in carrying out its business activities after the Covid-19 Pandemic. The research method used is a
normative jual research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a currmlive approach
supported by primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research indicate that there is a need for
special regulations that regulate and accommodate the rights for workers in implementing the remote woking system
which can be formed by referring to the rules in other countries.

Keywords: Legal Protection, Workers, Remote Working.

. LATAR BELAKANG

Manusia selalu mempunyai kebutuhan hidup yang harus mereka penuhi. Dengan
bekerja, mereka mendapatkan uang yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dan
mempertahankan kehidupannya.! Dengan begitu, banyak manusia bekerja keras untuk
mendapatkarm:buah pekerjaan yang layak dan cukup untuk memenuhi hal tersebut.
Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negera

! Lanny Ramli, Hukum Ketenagakerjaan (Airlangga University Press, 2008).




mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan untuk kemanusiaan.
Dengan begitu, negara menberikan hak untuk mendapat pekerjaan yang memberikan
kemanfaatan untuk setiap warga negaranya.”

Dengan perkembangan teknologi dan adanya Revolusi 4.0, munculah konsep
industrial internet of things? Konsep tersebut merupakan penggunaan saluran internet
untuk berkomunikasi atau berhubungan jarak jauh dalam dunia industri atau komersil
Pada tahun 1950, bekerjajarakjaulwrtama kali disebutkan dengan istilah “telework "oleh
Nobert Wiener pada bukunya yang berjudul The Human Use of Human Beings Cybernetics
and Society, selanjutnya sepanjang dekade 70 hingga 80 bekerja jarak jauh disebut dengan
istilah “electronic homework”.* Banyak itmih yang popular dalam penyebutan bekerja
jarak jauh, beberapa istilah tersebut yaitu telework, telecommuting, virtual work, home-
based teleworking, mobile telework, dan remote work.’® Terdapat pula istilah flexy
(flexywork, flexibility working) dimana jam kerja yang tidak menentukan dan disesuaikan
dengan kondisi.® Di Indonesia sendiri bekerja dari jarak jauh popular dengan sebutan
remote working, Work-From-Anywhere (WEA) atau Pekerja jarak jauh.

Konsep dari bekerja jarak jauh ini mulai meningkat penggunaanya pada akhir abad
20 seiring dengan perkembangan teknologi. Menurut Huuhtanen, bekerja jarak jauh
merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pegawai dengan lokasi yang tidak
berada di kantor serta menggunakan media telekomunikasi untuk menunjang pekerjaanya.’
Selaras dengan pengertian tersebut, menurut /nternational Labour Organization (1LO),
belum ada definisi tentang remote working namun remote working dapat di deskripsikan
sebagai situasi dimana pekerjaan sepenuhnya atau sebagian dilakukan pada tempat kerja
alternatif yaitu selain di tempat kerja pada umumnya dengan mempertimbangkan profesi
dan status dalam pekerjaan.® Dengan begitu adanya perbedaan remote working dengan
sistem kerja yang lazim digunakan yaitu pekerja melakukan tugas atau pekerjaannya diluar
tempat kerja atau kantor dimana dengan jam kerja yang fleksibel serta memanfaatkan
teknologi saat ini.

Dengan adanya perkembangan teknologi seperti aplikasi pertemuan virtual, aplikasi
percakapan dan fitur lainnya yang mudah dan efisien, sistem remote working menjadi
berkembang pula sejak beberapa tahun lalu. Pekerja dapat melakukan banyak kegiatan
mercka hanya dengan saluran internet dan tidak mengharuskan mereka untuk berada di
kantor.
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Penerapan Remote working ini pun meningkat akibat dampak dari adanya Pandemi
Covid-19. Dilansir dari CNBC Indonesia, beberapa perusahaan mempermanenkan sistem
kerja remote working terhadap para pekerjanya, dari mulai Blibli yang menerapkan
terhadap lebih dari 2.000 karyawannya, Glints yang menerapkan terhadap 1.250
karyawannyan, Zenius yang menerapkan terhadap 1.000 lebih karyawannya, Sayur Box,
Bibit, Flip dan masih banyak lagi perusahaan yang menerapkan remote working ini.
Sejalan dengan hal tersebut, hasil survei Jobstreet Indonesia terhadap 33.084 pekerja di
Indonesia yang menunjukan sebagai berikut:

Pekerja Jarak Jauh di Indonesia (Sebelum, Saat, dan Setelah Pandemi)

Porsan

Sebelum Saat Harapan

| serek joch kombinasi & rempar kerjs
Dkatadata ljr databoks

Dari bagan diatas diketahui bahwa sebelum pandemic hanya terdapat 4% responden

yang bekerja jarak jauh. Presentase tersebut naik menjadi 13% selama pandemi dan
responden yang berharap pekerjaanya dapat dilakukan dalam jarak jauh yaitu 23%."
Dengan hasil survei tersebut dapat dilihat bahwa remote working telah dikenal oleh
masyarakat Indonesia menjadi suatu sistem kerja pada saat ini yang banyak diminati
dengan segala keuntungan dan kemudahan dari sistem ini.

Kemajuan teknologi merupakan pendukung remote working yang semakin banyak
diterapkan. Selain itu menurut David Nickson and Suzy Siddons, terdapat beberapa
keuntungan baik bagi pekerja maupun perusahaan yang menjalankan usahanya dengan
sistem ini, antara lain:

1. adanya keseimbangan kerja dengan kehidupan yang lebih baik.
2. mengurangi waktu perjalanan saat menuju tempat kerja/kantor.
3. adanya pengurangan ruang kantor yang dapat meringankan biaya perusahaan.

12
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4. waktu kerja yang fleksibel'!

Namun terlcpasﬂri dari berbagai keutungan dari Remote working ini, dalam Hukum
Ketenagakerjaan baik Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UU
Ketenagakerjaan) dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (UU Cipta
Kerja) tidak tercantum jelas bagaimana pengaturan terkait Remote working, karena dalam
kedua undang-undang tersebut tidak membedakan pekerja jarak jauh dengan pekerja pada
umumnya yang melakukan pekerjaan dari tempat kerja atau kantor.

Perlindungan hukum pekerja kerap dibahas pada penelitian sebelumnya, seperti Niru
Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu (2017) dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum
Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia ”. Penelitian tersebut
membahas secara umum bagaimana hak-hak pekerja, hubungan hukum para pihak dalam
hubungan ketenagakerjaan hingga hambatan terhadap pemenuhan dari hak-hak pekerja di
Indonesia berdasarkan hukum ketenagakerjaan.'” Dari penelitian tersebut, terdapat
kebaharuan penelitian ini yang berfokus pada perlindungan hukum bagi pekerja yang
menerapkan sistem remote working. Eﬂin itu, penelitian ini juga dilakukan untuk
melengkapi penelitian sebelumnya dari Isdian Anggraeny dan Nur Putri Hidayah (2021)
dengan judul “Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dengan Konsep Remote
Working Dalam Prespektif Undang-Undang Cipta Kerja”. Penelitian tersebut membahas
terkait perjanjian kerja pada pekerja yang menerkan remote working yaitu klausul-klasul
yang wajib tercantum pada perjanjian kerja dan keabsahan perjanjian kerja dengan konsep
remote working."”> Namun, penelitian ini tidak hanya akan membahas terkait perjanjian
kerja saja melainkan meliputi hak dan kewajiban lainnya pekerja yang menerapkan remote
wr}rki

Tujuan dari adanya penelitian ini untuk membahas terkait perlindungan hukum
pekerja yang menerapkan remote working dengan mengkaji UU Ketenagakerjaan, UU
Cipta Kerja Klaser Ketenagakerjaan serta peraturan pemerintah lainnya. Selain itu juga
membahas terkait pengaturan sistem Rere Working di negara lain yang dapat dijadikan
acuan untuk pengaturan sistem tersebut di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu
penelitian hukum yang dilakukan d@pjan cara meneliti bahan dengan kepustakaan atau
data sekunder lainnya sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.'* Penelitian ini
menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan
(statue approach) yang merupakan penelitian yang dilakukan kepada produk-produk

“(%lvid Nickson and Suzy Siddons, Remote working : Linking people and organizations . (USA: by Routledge New York ,

2050) hal. 2

12 Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan

Dmonesia”. Jurnal Teknologi Industri 6, (2017).

1 Isdian Anggraeny dan Nur Putri Hidayah, “Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dengan Konsep Remote
ing Dalam Prespektif Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 5, No. 1, (2021).

" Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukuwm Normatif (Suatu Tinjawan Singkat) (Jakarta: Rajawali Pers,
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hukum." gndekatan konseptual (conseptual approach) yang merupakan pendekatan
dimana dari pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.'®
Pendekatan ini diperlukan jika tidak adanya aturan hukum yang untuk permasalahan yang
diteliti.!”” Kemudian menggunakan Pendekatan Komparatif yaitu pendekatan yang dimana
membandingkan sistem hukum maupun produk hukum antar negara.

Pengumpulan bahan dan data tersebut dengan cara mempelajari kepustakaan hukum
dari pokok permasalahan, peraturan perundang-undangan, artikel hukum, berbagai bahan
dan data tertulis, serta wawancara. Penelitian ini juga akan menggunakan data komparatif
terkait regulasi negara lain yang mengatur tentang aturan terhadap perlindungan hukum
pekerja dalam penerapan sistem remote working. Data tersebut dianalisis secara kualitatif,
yaitu data yang didapatkan akan diolah kemudian dilakukan pembahasan dan diambil
kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perlindungan Hukum Pekerja yang Melakukan Remote Working Berdasarkan

Hukum Ketenagakerjaan

Membahas terkait pelindungan hukum bagi tenaga kerja, ada tiga macam
perlindungan tenaga kerja menurut Soepomo, yaitu pertama terkait perlindungan
ekonomis dimana perlindungan untuk mendapatkan upah yang cukup. Kedua, terkait
perlindungan sosial dimana perlindungan terkait kesehatan kerja dan yang
berhubungan dengan kehidupan sosialnya. Ketiga, perlindungan teknis dimana berupa
perlindungan keamanan dan keselamatan kerja.'® o

Pada dasarnya, penegasan terkait hak-hak pekerja merupakan salah satu cara
yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir permasalahan dalam bidang
ketenagakerjaan. Dengan begitu pemerintah pun harus memberikan perlindungan
terhadap hak-hak pekerja.'” UU Ketenegakerjaan merupalm salah satu aturan yang
dikeluarkan pemerintah dimana mengatur terkait hubungan kerja pada waktu sebelum,
selama, dan setelah kerja. Tahun 2020, pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja yang
mana undang-undang ini mengubah puluhan pasal dari UU Ketenagakerjaan. Namun,
den berlakunya UU Cipta Kerja, UU Ketenagakerjaan masih tetap berlaku hanya
saja ada beberapa pasal yang diubah dan tercantum dalam UU Cipta Kerja. Selain itu,
Ada berbagai peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang terkait
ketenagakerjaan.

Dalam melakukan remote working, terdapat perbedaan yang signifikan dengan
pekerja yang bekerja dari kantor atau tempat kerjanya. Pertama terkait perjanjian kerja
yang biasanya dibuat dan diberikan oleh perusahaan dan disepakati oleh perusahaan

15 der Johan Masution, Metode Penelitian Iimu Hukion (Bandung: Mandar Maju, 2008}, hal. 92.

16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hal 135-136
1" Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet 3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2007) hal.
306.

¥ Sela Nopela Milinum, “Problematikan Fleksibilimsm%ourcing (Alih Daya) Pasxa Undang-undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenakagerjaan”, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 3, No. 5, (2022):
+€

19 Ashabul Kahfi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, Jurisprudentie 3, No. 2, (2016): 60-61.




dan pekerjanya sebelum melakukan pekerjaan.® Menurut Pasal ﬁ ayat (2) UU

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa isi atau muatan yang tertera dalam perjanjian
kerja yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja
Bersama ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam wawancara
yang dilakukan dengan Pekerja A, dalam perjanjian kerjanya tidak mencantumkan
terkait klusula yang menunjukan sistem kerja remote working. Sedangkan Pekerja B,
dalam perjanjian kerjanya mencantumkan klausula khusus mengenai sistem gynote
working. Klausul perjanjian kerja seharusnya berisi sesuai dengan realita dan sistem
kerja yang digunakan oleh perusahaan tersebut sehingga tidak menyebabkan
permasalahan hukum terkait hal tersebut nantinya serta adanya kepastian hukum bagi
para pihak.

Kedua terkait jam kerja, dalam pasal 77 UU Ketenagakerjamsebagaimana yang
diubah ketentuannya dalam UU Cipta Kerja mengatur terkait jam kerja yaitu 7 jam/hari
untuk 6 hari kerja atau 8 jam/hari untuk 5 hari kerja. Berdasarkan wawancara dengan
pekerja dari Perusahaan A, pada perjanjian mereka tercantum jam kerja pada pukul
09.00 hingga 06.00 WIB, namun pada praktitknya mereka bekerja secara fleksibel
sesuai dengan target atau deadline pekerjaannya. Pada Pekerja dari Perusahaan B,
mereka mencantumkan dalam perjanjian kerja pada pukul 09.30 hingga 17.00 WIB,
namun pada praktiknya mereka bekerja secara fleksibel dengan waktu yang tidak
menentu.

Menurut John, fleksibel dalam skema jam kerja yaitu pekerja mempu untuk
menentukan jam kerja dengan fleksibel, jadi para pekerja dapat mengatur jam kerja
sesuai dengan keaadaan mereka. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Carlson
Fleksibilitas kerja merupakan suatu kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan terkait
pengaturan dalam pemilihan tempat dan waktu untuk bekerja.?! Jika dilihat
berdasarkan hasil wawancara diatas dan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa
pekerja yang melakukan remote working ini dapat menentukan jam kerjanya sendiri
namun tugas yang harus dikerjakan tetap harus diselesaikan sesuai deadline yang
diberiam.

Berdasarkan pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan
Pemutusan Hubung Kerja menyatakan bahwa perusahaan “sektor usaha atau
pekerjaan tertentu” dapat menerapkan waktu kerja kurang dari ketetuan pada undang-
undang dengan salah satu karakteristiknya yaitu “waktu kerja yang fleksibel”, dimana
dalam bagian penjelasan atas Pasal 23 ayat (2) Peraturan tersebut menjelaskan bahwa
“waktu kerja fleksibel” adalah “waktu kerja yang memberi lebih banyak kebebasan
kepada Pengusaha dan Pekerja/Buruh dalam mengatur jam kerja”. Lebih lanjut pada
bagian penjelasan atas Pasal 23 ayat (3) Pergran tersebut dijelaskan bahwa “maksud
dari “sektor usaha atau pekerjaan tertentu” antara lain usaha energi dan sumber daya

2 Isdian Anggraeny dan Nur Putri Hidayah, Op. Cit, hlm. 63.
! Sang Putu Dimas Adhitya & A.A Ngr. Oka Suryadinatha Gorda, “Pola Stres Pada Remote Workers™, Jurnal Media
Bina 15 No.12,(2021): 5776.
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gineral pada daerah tertentu, sektor usaha pertambangan umum pada daerah operasi
tertentu, kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sektor agribisnis hortikultura, dan
sektor perikanan pda daerah operasi tertentu”. Jika memlt pada klasifikasi bidang
usaha dalam pengertian tersebut, banyak perusahaan yang tidak termasuk dalam
bidang usaha atau pekerjaan tertentu seperti yang disebutkan diatas. Dimana bidang
usaha lainnya juga telah menerapkan remote working ini untuk karyawannya termasuk
Pekerja dari Perusahaan A dan Pekerja dari Perusahaan B yang telah diwawancarai.

Ketiga terkait mekanisme dan upah lembur,dalam pasal 78 UU Ketenagakerjaan
sebagaimana diubah ketentuannya dalam UU Cimker menyatakan bahwa pengusaha
yang mempekerjakan pekerja melewati waktu yang telah ditentukan oleh undang-
undawajib membayar upah lembur yang mana harus ada persetujuan dari pekerja
serta waktu kerja lembur hanya dapat diterapkan paling lama 4 jam/hari dalam dan 18
jam/1 minggu. Dengan fleksibilitas jam kerja pekerja yang melakukan remote working
ini maka akan sulit dalam mekanisme penghitungan upah lembur berdasarkan waktu
mereka bekerja. Sejalan dengan hal tersebut, Pekerja dari Perusahaan A tidak terdapat
waktu lembur dalam perusahaannya, begitu pun dengan Pekerja dari Perusahaan B
tidak memiliki waktu lembur jika dalam hari kerja, namun terdapat upah tambahan
jika pekerja melakukan pekerjaannya di hari :mtu atau minggu.

Keempat terkait fasilitas perusahaan, dalam pasal 100 UU Ketenagakerjaan
menyatakan bmva perusahaan wajib menyediakan dan memberikan fasilitas
kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Dengan adanya fasilitas kesejahteraan
diharapkan pekerja dapat dengan maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya
sehingga adanya tﬂ)al balik perusahaan dengan pekerja. Kesejahteraan bukan hanya
dilihat dari upah saja melainkan adanya bentuk pemberian fasilitas lainnya seperti
toilet, kantin, fasilitas ibadah dan lain-lzlinnya.22

Dalam melaksanakan sistem remote working ini, pekerja melaksanakan
pekerjaannya dengan tidak berada di kantor atau tempat kerja melainkan dari jarak
jauh, dengan begitu pekerja yang melakukan remote working tidak dapat
menggunakan fasilitas seperti yang disebutkan diatas. Mereka bekerja mengandalkan
dengan alat komunikasi dan teknologi seperti laptop, komputer atau smartphone. Alat
tersebut dapat dijadikan sebagai fasilitas oleh perusahaan karena sifatnya yang dapat
menunjang pekerjaan. Berdasarkan wawancara dengan Pekerja dari Perusahaan A, ia
tidak mendapatkan fasilitas fisik yang dapat menunjang pekerjaanya melainkan
mendapatkan tunjangan berupa kuota internet yang diisikan ke dalam smartphone
milik Pekerja tersebut. Pekerja dari Perusahaan B pun tidak mendapatkan fasilitas fisik
tersebut, namun pekerja tersebut dapat meminjam laptop milik perusahaan jika dinilai
pekerjaannya penting untuk menggunakan laptop milik perusahaan. Dengan begitu
masih kurangnya perusahaan-perusahaan dalam pemberian fasilitas kesejahteraan
untuk pekerja yang menerapkan remote working.

2 Welsen Kandarani, “Kewajiban Perusahaan Terhadap Fasilitas Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja”, Jurnal Education
and development 8,No.2,(2020): 193,
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1

Kelima terkait geselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dalam pasal 86 ayat (1)
UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk
mendapatkan

perlindungan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Begitu pun dengan
pekerja yang melakukan remote working, mereka mempunyai hak terhadap hal
tersebut. Dengan sitem dari remote working yang mana pekerja tidak berada di kantor
saat bekerja dan dapat bekerja dimana saja, tidak menutup kemungkinan pekerja
mengalami suatu kejadian seperti bekerja hanya duduk tidak beralas sehingga dapat
menyebabkan sakit pada tulang ekor pekerja, berpotensi mengalami gangguan otot, di
depan laptop seharian yang berdampak terhadap kesehatan mata hingga tidak menutup
kemungkinan adanya kecelakaan saat pekerja menuju café atau tempat lain untuk
melakukan remote working >

Adanya BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan Lembaga pemerintah dalam
menjalankan peran sebagai perwujudan pm&ldungan keselamatan kerja dan kesehatan
kerja di Indonesia. Salah satu programnya yaitu jaminan kecelakaan kerja yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja daJaminan Kematian. Dalam Peraturan tersebut
menyatakan bahwa lingkup dari j@inan kecelakaan kerja meliputi kecelakaan dan
sakit karena kerja yaitu jika adanya kecelakaan pada saat diperjalanan ke tempat kerja,
saat di tempat kerja hingga diperjalanan pulang dari tempat kerja.>* Namun, pekerja
yang melakukan remote working dapat bekerja di mana saja tanpa adanya tempat kerja
tertentu atau menetap. Saat ini pemerintah belum mengatur terkait hal tersebut
sehingga belum adanya kepastian hukum apakah tempat-tempat tertentu tersebut
seperti café, rumah, working space atau yang lainnya dapat disetarakan dengan tempat
kerja yang tercantum dalam undang-undang yang ada.

Dengan demikian, baik pemerintah sebagai pembentuk undang-undang maupun
perusahaan sebagai penentu dari sistem remote working bagi para pekerjanya harus
senantiasa memperhatikan terkait perlindungan dan hak-hak pekerja seperti yang
disebutkan diatas. Pemerintah pun harus mempertegas terkait hak-hak pekerja dan
kewajiban perusahaan yang melaksanakan remote working dari mulai dari klausul
wajib yang harus terdapat dalam perjanjian kerjanya, waktu atau jam kerja, mekanisme
adanya upah lembur, fasilitas yang wajib diberikan perusahaan, serta Keselamatan dan
Kesehatan Pekerja agar mereka mempunyai hak yang adil dengan pekerja pada
umumnya.

Perlindungan Hukum Pekerja yang Melakukan Remote Working di Negera Lain
Di perusahaan berbagai negara saat ini sudah banyak yang menerapkan reniote
working. Banyak negara yang sudah mengkaji maupun sedang merencanakan

# Valerieo Ezra Hutagalung, “Kecelakaan Kerja yang Dialami Pekerja yang Sedang Dalam Keadaan Work From Home™,
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bagaimana perlindungan hukum ataupun payung hukum terkait Remote working di

negaranya. Beberapa negara tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan Remote working di Russia

Di Negara Rusia, pengaturan terkait remote working pertama kali pada tahun
2013 terdapat dalam Russian Labor Code (LC RF) yaitu bab 49.1 tentang
pengaturan ketenagakerjaan pekerja jarak jauh. Bab ini mengatur secara khusus
mengenai perektrutan dan pemecatan pekerja jarak jauh, keselamatan kerja, waktu
kerja serta waktu istirahat.* Pekerja yang melakukan remote working diberikan
sejumlah pengecualian dari aturan umum yang berlaku. Mereka diizinkan untuk
mengatur jam kerja dan waktu istirahatnya sendiri. Selain itu, diatur pula tentang
penggunaan berbagai peralatan untuk menunjang pelaksanaan remote working
yang disediakan oleh perusahaan 2
Dengan adanya Pandemi Covid-19, banyak pekerja dan perusahaan yang

beralih menggunakan sistem remote working ini. Namun regulasi yang ada belum
memberikan aturan khusus dalam situasi seperti ini, sehingga pada 8 Desember
2020, bab 49.1 Russian Labor Code (LC RF) diamandemen dengan Undang-
Undang Federal No. 407 tentang regulasi remote working.*’ Definisi dari Remote
working terdapat dalam Pasal 312.1 Russian Labor Code (LC RF), bahwa remote
working adalah kinerja fungsi tenaga kerja yang ditentukan oleh kontrak kerja di
luar lokasi pemberi kerja, cabangnya, kantor perwakilan, unit struktural terpisah
lainnya (termasuk yang terletak di area lain), di luar tempat kerja, wilayah atan
fasilitas yang tidak bergerak, secara langsung atau tidak langsung di bawah kendali
pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa informasi dan telekomunikasi digunakan
untuk melakukan fungsi pekerjaan ini dan untuk berinteraksi antara pemberi kerja
dan karyawan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kinerja jaringan, termasuk
Internet, dan jaringan komunikasi publik.**

Dengan adanya revisi tersebut memberikan konsep yang luas terkait remote
working yang mana tidak hanya bekerja dari rumah saja namun para pekerja dapat
bekerja di luar kantor. Selain itu terdapat 3 (tiga) jenis remote working, yaitu :

1. Kerja jarak jauh yang permanen.

2. Kerja jarak jauh sementara yaitu ketika kerja jarak jauh tidak melebihi enam
bulan.

3. Pekerja jarak jauh bergantian yaitu ketika pekerja dapat bergantian antara
kerja jarak jauh dengan bekerja ditempat/kantor (Hybrid Working)?*

= Nikimmuov dan Ilona Voitkovska, “Remote Work And Platform Work: The Prospects For Legal Regulation In
Rum’, Russian Law Journal 9, No.1 (2021): 88, hups://doi.org/10.17589/2309-8678-2021-9-1-81-113
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Sebelum adanya amandemen tersebut, aturan remote working hanya
mengatur terkhusus untuk permanent teloworking (pekerja jarak jauh yang
permanen).

2. Pengaturan Remote working di Spanyol

Pada awalnya di tahun 1980, spanyol telah mengatur kontrak kerja untuk
pekerja rumahan dalam pasal 13 the Spanish Workers Statute yang mana
pengaturan tersebut dipahami sebagai pengaturan kontrak kerja yang sasaggpya
adalah wanita dengan tanggung jawab keluarga. Aturan tersebut diubah di tahun
2012 menjadi Undang-undang No. 3 tahun 2012 yang mana untuk mengatur
pekerjaan jarak jauh yang dilakukan melalui penggunaan teknologi inovatif
meskipun aturan tersebut dalam praktitknya masih sama.*

Akibat menyebarkan Virus Covid-19 di s]myol, pemerintah spanyol ingin
melindungi para pekerja dengan mengeluarkan Royal Decree-Law No. 28/2020
(RDL) terkait remote working. Dalam aturan tersebut, terdapat 3 (tiga) jenis
remote working yaitu sebagai berikut:

1. Remote working/distance work, yaitu aktivitas kerja dilakukan di rumah
pekerja atau di tempat mana saja pilihan pekerja.

2. Teleworking, yaitu pekerja jarak jauh yang dilakukan sebagian besar melalui
komputer dan sistem telekomunikasi.

3. Work in person, yaitu pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja atau tempat
yang telah ditentukan oleh perusahaan.’!

RDL direvisi dengan sedikit perubahan menjadi lebih luas dan digantikan
dengan Undnag-undang No. 10 tahun 2021 pada 9 Juli tentang remote working.
Pasal 2 Undang-undang tersebut mendefinisikan pengertian dari remote working
sebagai suatu cara mengatur pekerjaan dengan disediakan dirumah pekerja atau di
tempat pilihan mereka. Dalam aturan ini pula diatur terkait perjanjian kerja antar
pekerja dengan perusahaan berupa klausul-klausul dalam perjanjian dan
persyaratan wajib yang harus disertakan dalam perjanjian kerja bagi pekerja jarak
jauh 2

Selain diaturnya perjanjian kerja, undang-undang tersebut mengakomodir
hak-hak pekerja seperti dalam pasal 11 yang menyatakan bahwa pekerja
mempunyai hak untuk menerima peralatan kerja dari perusahaan dan pasal 12
terkait hak yang berhubungan dengan biaya yang diperoleh dari pekerjaan jarak
jauh. Ada juga terkait waktu kerja dimana undang-undang tersebut menyatakan
bahwa pekerja dapat mengatur fleksibilitas jadwal mereka selama pekerja dapat
membedakan waktu istirahat dan waktu bekerja mereka. Dengan begitu,
perusahaan harus melaporkan jam kerja dengan mempertimbangkan jam fleksibel
serta pekerja wajib untuk mencatat waktu kerja mereka. Dalam undang-undang

*' Barbara Torres Garcia, “Spain’s Law No. 10/2021 on Teleworking: Strengths and Weaknesses”, E-Jouwrnal Of
International And Comparative Labour Studies 10, No. 2, (2021): 42.

! Radu Marin, “Implementation of Telework in the European Union”, Jowrnal of Human Resources Management
Research 2021, (2021): 8, DOL 10.5171/2021.857780.
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tersebut juga mengatur terkait keselamatan dan kesehatan kerja penggunaan
media dan lain-lainnya yang berhubungan dengan remote working
3. Pengaturan Remote working di Turkey

Pada Turkish Labour Act No. 4857 amandemen tahun 2016, remote working
sebagai salah satu metode alternatif bagi para pekerja. Dalam peraturan ini
disebutkan bahwa pekerjaan dapat dilakukan di luar tempat kerja dengan
mencantumkan definisi dari remote working. Pada pasal 14 Ur“mg-undang
tersebut mendefinisikan remote working sebagai suatu hubungan kerja dengan
adanya perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip pekerjaan
pekerja dilakukan di rumah atau di luar tempat kerja dengan alat komunikasi
teknologi dalam lingkup perusahaan.**

Sama halnya dengan Russia dan Spanyol, Turkey pun terkena dampak dari
adanya Pandemi Covid-19 terkhusus dalam bidang ketenagakerjaan. Kementerian
Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Permintah Turkey mengelurkan peraturan
khusus terkait remote working pada 1 Maret 2021 dengan sebutan Remote Work
Regulation (RWR). Dalam RWR ini, mencakup beberapa hal, seperti sebagai
berikut:

a. penataan tempat kerja (Pasal 6 RWR);
bahan dan alat kerja (Pasal 7 RWR);
menutupi biaya produksi (Pasal 8 RWR);
menentukan waktu kerja (Pasal 9 RWR);
komunikasi antara pekerja dan pengusaha (Pasal 10 RWR);
perlindungan data (Pasal 11 RWR); dan
kesehatan dan keselamatan kerja (Pasal 12 RWR).%

Dalam RWR juga terdapat aturan yang menyatakan bahwa hubungan kerja
pekerja remote working dapat dilakukan sejak dengan kontrak remote working
atau bisa juga melalui kesepakatan antara perusahaan dan pekerja dalam
mengubah kontrak biasa menjadi kontrak remote working’® Dengan
dikeluarkannya aturan ini membuat pekerja mempunyai perlindungan hukum
yang jelas dalam melakukan pekerjaan dengan sistem remote working.

Berdasarkan beberapa negara diatas, mereka telah mempunyai aturan
terkait remote working sebelum adanya Pandemi Covid-19, yang mana terdapat
perubahan setelah munculnya Pandemi Covid-19 ini dengan mengatur terkait
remote working yang lebih komprehensit.

4. PENUEUP
Dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja tidak tercantum jelas bagaimana
pengaturan terkait Remote working. Dari mulai isi perjanjian kerja para pekerja, jam kerja

o ao o
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pekerja yang pada realitanya dilakukan secara fleksibel sehingga dapat kurang atau bahkan
dapat melewati waktu dari yang ditentukan oleh undang-undang, mekanisme perhitungan
lembur, fasilitas perusahaan yang harus diberikan perusahaan kepada pekerja remote
working, hingga keselamatan dan kesehatan kerja dari para pekerja yang melakukan remote
working yang mana tidak berada di kantor atau tempat kerja pada umumnya. Peraturan-
peraturan tersebut masih belum membedakan pekerja dari sistem kerjanya. Sedangkan di
beberapa negara sudah banyak yang menerapkan sistem remote working ini dan telah
mempunyai aturan terkait remote working dari beberapa tahun yang lalu yang saat ini
banyak mengalami perubahan atau amandemengsesuaikan dengan kondisi negaranya
masing-masing. Dengan begitu, Perlu adanya perubahan dalam UU Ketenagakerjaan
dan/atan UU Cipta Kerja ataupun penambahan peraturan di bawah undang-undang yang
dapat mengatur secara khusus terkait remote working agar perusahaan yang
memberlakukan dan pekerja yang menerapkan remote working ini dapat perlindungan
hukum yang pasti. Peraturan tersebut dapat mencakup terkait ketentuan klausul-klausul
standar yang wajib ada dalam perjanjian kerja, ketentuan jam kerja yang fleksibel untuk
semua sektor atau jenis pekerjaan, mekanisme jika adanya lembur pada perusahaan,
fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja, ketentuan terkait keselamatan dan
kesehatan kerja, serta ketentuan lainnya terkait remote working yang perlu diatur sesuai
dengan kondisi pekerja dalam menerima hak-hak tersebut.
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